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ABSTRAK 

 

Ahmad Rabani. 180102010428. Praktik Penerapan Pelimpahan Wali Nikah 

Melalui Vidio Call di Kecamatan Musi Rawas (Pendapat Beberapa 
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Ipansyah, M. Ag. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie J., MA, pada Program 
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Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, BAB IV, mengatur 

tentang taukil wali bil kitabah dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, 

wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA 

Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan Domisili/keberadaan wali dan 

disaksikan oleh 2 orang saksi. Peraturan ini nampak belum berjalan dengan baik, 

karena tenyata masih ada yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, 

seperti penulis temui di Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten 

Musirawas Sumatra selatan yang penerapan taukil walinya mengunakan via video 

call, padahal sudah jelas penerapan taukil wali diatur dalam Peraturan Mentri 

Agama No 20 Tahun 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan alasan beberapa 

kepala KUA Kabupaten Tanah Laut tentang  ke abshahan Taukil Wali via video 

call serta bagaimana tinjauan hukum islam dan dalil pelimpahan Wali melalui 

video call. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum meggunakan teknik 

observasi dan wawancara. Data yang didapat diolah dan dianalisis menggunakan 

teknik deskriptif. 

Hasil penelitian bahwa Adapun pendapat beberapa kepala KUA 

Kabupaten Tanah Laut yang didapat ada 2 variasi ada yang menerima ada juga 

yang tidak menerima, adapun informan yang mengatakan sah, karena dilihat dari 

kajian fikihya tidak mengharuskan dengan taukil wali bil kitabah (pelimpahan 

wali secara tertulis), tetapi dengan lisan pun bisa adapun dasar yang membolehkan 

terdapat dalam kitab  Ahkâmul As-Syar‟iyyah Fî Ahwalul As-Syakhsiyyah tidak 

mengharuskan perwalian dengan tulisan tetapi sah saja dengan lisan maupun 

tulisan. Adapun informan yang mengatakan tidak sah karena taukil wali harus 

dalam satu majlis karena sudah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yang mana 

itu sudah sangat terstruktur dan kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dalam 

menangani taukil wali dan juga untuk menghindari ketidak jelasan dan keraguan. 

 

 




